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Abstract 
Capture Fisheries Production in Maluku is increasing from year to year. The increase in fisheries production will 
ultimately lead to the welfare of fishermen, therefore it is necessary to increase facilities and infrastructure, in this 
case the Port of Fisheries because Fishing Port is a bridge between sea fishing activities (capture) with onshore 
fishing activities (management and marketing). Ambon Nusantara Fishing Port (PPN) is a type B port which is the 
core zone of the Capture Fisheries Minapolitan area in Ambon. Ambon Nusantara Fishing Port (PPN Ambon) 
provides services to the fishing fleet, especially to serve fishing vessels operating in ZEE Arafura, Banda Sea and 
Seram Sea. The fishing fleet that visits and is active in PPN Ambon has been dominated by large-scale fishing 
vessels (industry) above 30 GT. The success of Ambon Fishing Port services is highly depends on the availability, 
utilization and condition of its facilities in this case the Basic Facilities and Functional Facilities. This study aims 
to identify the Basic Facilities and Functional Facilities in PPN Ambon Maluku Province in relation to Increased 
Production. The analysis was carried out using a Descriptive Analysis of the Survey of the Basic Facilities and 
Functional Facilities at Ambon Nusantara Fishing Port. The results showed that the Ambon Fishing Port had met 
the Criteria of a Good Nusantara Fishing Port with a number of Basic Facilities including Pier, Port Pool, 
Navigation Aids and Breakwater and functional facilities including Fish Auction Place (TPI), processing facilities, 
drying, ice factories, cold storage, workshops, slipways and docking stations. From the research results it is known 
that there was an increase in landed production which was 8,214,500 tons in 20013 and 73,901,742 tons in 2017, 
with the biggest marketing being in the Export Market which was 2,756,808 tons in 2013, and 71,589,717 tons in 
2017 
Keywords: Ambon Nusantara Fishing Port, Functional Facilities, Main Facilities 
 
 
Abstrak 
Produksi Perikanan Tangkap di Maluku semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan produksi perikanan 
pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan nelayan, karena itu perlu adanya peningkatan sarana dan 
prasarana, dalam hal ini Pelabuhan Perikanan karena Pelabuhan Perikanan merupakan jembatan antara 
aktivitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktivitas perikanan di darat (pengelolaan dan pemasaran). 
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon adalah pelabuhan tipe B yang menjadi zona inti kawasan 
Minapolitan Perikanan Tangkap di Ambon. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memberikan pelayanan 
kepada armada penangkapan ikan, terutama untuk melayani  kapal-kapal penangkapan ikan yang beroperasi di 
ZEEI Arafura, perairan Laut Banda dan laut Seram. Armada penangkapan ikan yang berkunjung dan beraktifitas 
di PPN Ambon selama ini lebih  didominasi oleh  kapal perikanan skala besar (industri) di atas 30 GT. 
Keberhasilan pelayanan PPN Ambon sangat bergantung pada ketersediaan, pemanfaatan dan kondisi fasilitasnya 
dalam hal ini Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Fasilitas 
Pokok dan Fasiltas Fungsional di PPN Ambon Provinsi Maluku dalam kaitannya dengan Peningkatan Produksi. 
Analisis dilakukan menggunakan analisis Diskriptif bersifat Survey terhadap Fasilitas Pokok dan Fasilitas 
Fungsional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN Ambon sudah 
memenuhi Kriteria sebuah Pelabuhan Perikana Nusantara dengan adanya sejumlah Fasilitas Pokok antara lain 
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Dermaga, Kolam Pelabuhan, Alat Bantu Navigasi dan Breakwater atau Pemecah Gelombang dan fasilitas 
fungsional antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitas pengolahan, penjemuran, pabrik es, gudang 
pendingin (Cold storage), bengkel, slipway (docking) serta tempat pengisisan perbekalan. Dari hasil Penelitian 
diketahui bahwa terjadi Peningkatan Produksi yang didaratkan yaitu sebesar 8,214,500 Ton pada tahun 2013 dan 
sebesar 73,901,742 Ton pada tahun 2017, dengan Pemasaran terbesar adalah untuk Pasar Eksport yaitu sebesar 
2.756.808 ton pada tahun 2013, dan 71.589.717 ton pada tahun 2017. 
Kata kunci: Pelabuhan Perikana Nusantara Ambon, Fasiliats Pokok, Fasilitas Fungsional. 
 
I. Pendahuluan 
Indonesia memiliki wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan tidak kurang dari 
17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia setelah Kanada yaitu sepanjang 81.000 
km. (Ditjen Perikanan. 2012). Dengan kekayaan alam yang sedemikian ini tentu akan sangat 
banyak sumber daya perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan 
kebutuhan lainnya. Namun keberhasilan pengembangan sektor perikanan tidak terlepas dari 
adanya dukungan sarana dan prasarana dalam hal ini adalah Pelabuhan Perikanan karena 
pelabuhan perikanan merupakan penghubung antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) 
dengan aktifitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran). Selain itu, pelabuhan perikanan 
merupakan pusat aktivifas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha 
pendukung lainnya seperti usaha penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, 
pengolahan hasil tangkapan dan lain-lain (Lubis, 2007).  
 Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya 
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis 
perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau 
bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan 
penunjang perikanan (Permen no PER.08/MEN/2012). 
Dengan adanya pelabuhan perikanan diharapkan dapat mengantisipai perkembangan 
kegiatan perikanan yang ada, dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah di sub sektor 
perikanan. Berdasarkan fungsi dan peran pelabuhan perikanan, maka dalam pembangunannya 
harus semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasi implementasi rencana induk 
pengembangan regional dan atau nasional (Ditjen Perikanan, 1981) 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (PPN Ambon) merupakan salah satu pelabuhan 
perikanan yang dibangun oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada armada 
penangkapan ikan, terutama untuk melayani  kapal-kapal penangkapan ikan yang beroperasi di 
ZEEI Arafura, perairan Laut Banda dan laut Seram.  Bila dilihat dari struktur armada penangkapan 
ikan yang berkunjung dan beraktifitas di PPN Ambon selama ini, maka lebih  didominasi oleh  
kapal perikanan skala besar (industri) di atas 30 GT sedangkan untuk kapal perikanan skala kecil 
di bawah 30 GT kebanyakan beraktifitas di tangkahan sendiri atau sentra nelayan yang berada di 
teluk Ambon dan di pesisir pulau Ambon. 
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang kondisi fasilitas 
pelabuahan perikanan Nusantara Ambon, terutama fasilitas pokok dan fungsional untuk 
peningkatan produksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Provinsi Maluku.  
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi mengenai 
pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon kepada pihak-pihak atau lembaga yang 
berkepentingan dalam peningkatan pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. 
 
II. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat 
Survey. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
a. Data primer 
Data primer dikumpulkan melalui survey dan pengukuran secara langsung di lapangan. 
Survey dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur (kuesioner) terhadap beberapa 
orang responden yang sudah ditentukan, terdiri dari beberapa stakeholders dan pemegang 
Jurnal Masohi, Volume 1(1), 2020. Halaman 8-17  
  
 
10 
otoritas yang terkait dengan PPN Ambon. Pengumpulan data primer dilakukan untuk 
memberikan wawasan lebih luas terhadap permasalahan yang sedang dikaji dan sekaligus 
dapat dipakai untuk mengecek silang data sekunder. 
b. Data sekunder 
Data sekunder dibutuhkan untuk mendukung evaluasi terhadap peningkatan fasilitas 
pelabuhan perikanan nusantara, yang diperoleh dari instansi pemerintah setempat dan instansi 
terkait lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diidentifikasi dan dikelompokan 
berdasarkan jenisnya, kemudian disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan grafik. 
 
III. Hasil dan Pembahasan 
3. 1. Geografis  Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon terletak di dalam wilayah Teluk Ambon, 
tepatnya di Dusun Pandan Kasturi, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau kota Ambon, 
provinsi Maluku, dengan letak geografis 03°-40’-42” LS dan 128°-10’-32” BT. PPN Ambon 
memiliki areal seluas ± 6Ha (60.000m2) yang terdiri dari luas daratan/lahan 35.000m2 (3,5Ha) 
dan luas areal dermaga (kolam Pelabuhan) ± 25.000m2 (2,5Ha). 
 
 
Gambar 1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 
 
3. 2. Sejarah Operasional 
PPN Ambon mulai dibangun pada tahun anggaran 1984/1985 dan selesai 
pembangunannya pada tahun 1996 dengan sumber dana berasal dari APBD, APBN dan 
LOAN ADB INP-22. Pada saat itu kelasnya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau 
Pelabuhan Tipe D yang berada di bawah Dinas Perikanan Propinsi Maluku.  
Pada tahun 2000 PPI Ambon ditingkatkan kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan 
Nusantara (Pelabuhan Tipe B) dengan status sebagai Unit Pelaksanan Teknis (UPT) pusat 
yang berada di bawah Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan 
Perikanan. Uji coba operasional dilakukan pada tanggal 2 Desember 1996, namun pada 
tanggal 27 Desember 1996 terjadi gelombang Tsunami yang merusak sebagian besar fasilitas 
vital PPN Ambon, namun sudah diperbaiki melalui anggaran pembangunan (proyek 
pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon). 
3. 3.  Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang Pelabuhan Perikanan yang berada dan 
bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan 
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dan Perikanan, sesuai surat Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan nomor 69 
tahun 2000 tanggal 31 Juli 2000. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.08/MEN/2012, PPN Ambon mempunyai tugas melaksanakan fasilitas produksi dan 
pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan 
untuk pelestariannya dan kelancaran kegiatan Kapal Perikanan, serta pelayanan 
kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya PPN Ambon 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan 
pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; 
b. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 
c. Pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan; 
d. Pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan; 
e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, 
diribusi dan pemasaran hasil perikanan; 
f. Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; 
g. Pelaksanaan pengawasan penangkapan sumberdaya ikan, dan penanganan, 
pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan; 
h. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, seta 
pengelolaan sistim informasi; 
i. Pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan 
pelabuhan perikanan; 
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
3. 4. Hubungan Kelembagaan/Lintas Sektor 
Dalam operasionalnya, di PPN Ambon juga terlibat instansi-instansi terkait lainnya 
yang memberikan pelayanan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Agar pelayanannya 
lebih efektif, efisien dan terpadu maka telah dibentuk pelayanan satu atap. 
Instansi yang terkait dengan pelayanan di pelabuhan perikanan berdasarkan 
Peraturan Menteri nomor PER.08/MEN/2012 tentang Tata Hubungan Kerja di Pelabuhan 
Perikanan antara lain : 
a. Dinas Perikanan 
 Dinas Perikanan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan 
teknis perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perikanan 
termasuk di antaranya retribusi sesuai Perda. 
b. Kantor Syahbandar 
 Kantor Syahbandar mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan 
pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan bagi kapal perikanan serta 
mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB). Namun sekarang dengan telah adanya petugas 
syahbandar perikanan, SIB bagi kapal Perikanan dikeluarkan oleh Syahbandar 
Perikanan PPN Ambon.  
c. Kantor Kesehatan Pelabuhan  
 Kantor Kesahatan Pelabuhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan 
penanganan dan pengawasan kesahatan di Pelabuhan Perikanan antara lain meliputi 
pemberian vaksinasi, pengobatan yang sakit, pemeriksaan yang meninggal di kapal 
perikanan untuk menanggulangi/mencegah timbulnya/terjangkitnya penyakit menular. 
d. Kantor Imigrasi  
 Kantor Imigrasi mempunyai wewenang dan tangggung jawab melaksanakan pegawasan 
terhadap ABK asing yang keluar/masuk wilayah. 
e. Kantor Bea Cukai 
Kantor bea cukai mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan 
pengawasan terhadap barang-barang muatan kapal perikanan dari/keluar negeri yang 
berkaitan dengan pabean. 
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f. Karantina Ikan 
 Karantina Ikan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan karantina 
ikan baik antar area maupun antara Negara. 
g. Polri (Polair dan KP3) 
 Polri (Polair dan KP3) mempunyai wewenang dan tanggung  jawab melaksanakan 
penanganan, pendidikan dan penanggulangan kasus-kasus kejahatan umum/kriminal. 
3.5. Daya Dukung Pelabuhan Perikanan 
a. Kegiatan operasional di laut/sungai 
Kegiatan di laut/sungai meliputi siklus kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
 Penangkapan ikan (Fishing) 
Penangkapan ikan di daerah penangkapan (fishing Ground) yang dilakukan oleh 
nelayan tradisional yang menangkap ikan di perairan pantai dengan 
menggunakan kapal kecil atau sedang, maupun nelayan yang beroperasi di 
perairan lepas pantai dan ZEEI dengan menggunakan kapak-kapal ukuran besar. 
Dalam kegiatan penangkapan ikan ini sudah termasuk proses penanganannya 
(handling). 
 Pendaratan di dermaga bongkar 
Kegiatan pendaratan kapal penangkap ikan di dermaga mencakup bongkar ikan 
(unloading), penyortiran, pembersihan dan pengangkutan ikan ke TPI.  
 Pelayanan di dermaga muat. 
Kapal-kapal yang sudah selesai membongkar hasil tangkapannya, kemudian 
menuju ke dermaga pelayanan (service berth) untuk memuat perbekalan. 
 Perawatan dan perbaikan (maintenance and repair) 
Kegiatan ini mencakup perbaikan bagi kapal-kapal yang rusak berat atau ringan, 
penggantian suku cadang, maupun perawatan rutin sebelum melaut.  
 Tambat labuh dan istirahat (berthing). 
Kegiatan dalam rangka menunggu operasi penangkapan berikutnya. 
b. Kegiatan operasional di darat. 
Kegiatan operasional di darat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
 Pelelangan hasil tangkapan. 
Kegiatan Pelelangan ikan hasil tangkapan ini merupakan kegiatan utama dan 
dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 
 Penyortiran dan pengepakan (Sorting and Packing) 
Ikan hasil tangkapan yang sudah dilelang kemudian disortir dan dipak untuk 
kemudian dipasarkan atau diolah lebih lanjut. 
 Pengolahan (Processing) 
Kegiatan ini mencakup pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengalengan, 
dll. 
 Pengangkutan (Transportation) 
Pengangkutan hasil produksi ini merupakan penghubung mata rantai kegiatan 
perikanan yang sangat penting. Pengangkutan hasil produksi perikanan (ikan 
segar maupun olahan) dari pelabuhan ke kota-kota tujuan pemasaran dalam 
negri maupun luar negri, merupakan komponen penting yang mempengaruhi 
harga penjualan. Kegiatan pengangkutan ini melibatkan sarana dan prasarana 
transportasi darat, laut dan udara. 
 Pemasaran (Marketing) 
Kegiatan pemasaran meliputi pemasaran lokal, antar pulau dan ekspor. Kegiatan 
ini melibatkan para pedagang dan pengecer yang memasarkan/menjual  ikan di 
sekitar lokasi, pedagang antar pulau maupun para eksportir.  
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Siklus kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini: 
 
 
Gambar 2. Alur Kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan 
 
3.6.  Sarana dan Prasarana di PPN Ambon saat ini 
Fasilitas yang ada pada PPN Ambon saat ini meliputi :  
a. Fasilitas Pokok 
 Fasilitas Pokok atau juga dikatakan infrastruktur adalah fasilitas dasar yang 
diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin 
keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun 
sewaktu berlabuh di pelabuhan.  
Sesuai dengan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan nomor 
PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan, Pasal 4 ayat 5, Fasilitas Pokok yang 
harus ada di Pelabuhan Perikanan meliputi : Fasilitas Pokok terdiri dari Lahan, Dermaga, 
Kolam Pelabuhan, Jalan Komplek dan Drainasse. Fasilitas Pokok di PPN Ambon dapat 
dilihat pada Tabel 1 berikut : 
 
Tabel 1. Fasilitas Pokok PPN Ambon 
 
No Fasilitas Pokok Jumlah Volume Kondisi 
1 Areal Pelabuhan 
 Daratan 
 Lautan/kolam 
pelabuhan 
 
   
  Daratan 
 
1 Unit 35.609 m²  
 
Baik 
  Lautan/kolam pelabuhan 1 Unit 24.391 m² 
 
Baik 
2 Dermaga 
 
1 Unit (444,6 x 8 ) m2 
 
Baik 
3 Trestle / Jetty 
 
8 Unit (6- 10) x 6  m2 
 
Baik 
4 Revetment 
 
1 Unit 600  m2 
 
Baik 
5 
 
Jalan Kompleks 
 
1 Unit 3000  m2 
 
Baik 
6 Pagar Kompleks 
 
1 Unit 1.027  m2 
 
Baik 
7 Drainase Terbuka 
 
1 Unit 1.317  m2 
 
Baik 
8 Drainase Tertutup 
 
1 Unit 110  m2 
 
Baik 
9 Groin 345 Unit 0,5 x 0,5 x 0,5 m2 Baik 
 
b. Fasilitas Fungsional 
Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan nomor PER.08/MEN/2012 tentang 
Pelabuhan Perikanan, pasal 4 ayat 3, memberikan batasan fasilitas fungsional secara 
umum terdiri dari Tempat Pemasaran Ikan, Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti 
telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, menara pengawas, air 
bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak, es dan listrik, tempat pemeliharaan kapal dan alat 
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penangkapan ikan seperti dock slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring, tempat 
penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium 
pembinaan mutu, perkantoran seperti administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, 
perbankan, transportasi seperti alat-alat angkut ikan, kebersihan dan pengolahan limbah 
seperti instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan sementara dan pengamanan 
kawasan seperti pagar kawasan. Dari hasil inventarisasi menunjukan bahwa fasilitas 
fungsional pada PPN Ambon meliputi seperti Tabel 2 di bawah ini. 
 
        Tabel 2. Fasilitas Fungsional PPN Ambon 
 
No  Fasilitas Fungsional Jumlah Volume Kondisi 
1 Gedung TPI 
 
1 Unit 
 
(25 x 15) m2 
 
Baik 
2 Instalasi Air 
 
 
  Sumur Artesis 1 Unit  Baik 
  Bak Penampung 2 Unit  Baik 
3 Tangki BBM dan Instalasi 
 
1 Unit 500 m³ 
 
Baik 
4 Listrik dan Instalasi 1 Unit 82,5 KVa 
 
Baik 
5 Genzet 
 
2 Unit 18 Kva & 75 KVa 
 
Baik 
6 Balai Pertemuan 1 Unit 500 m² 
 
Baik 
7 Kantor Administrasi 1 Unit 1133 m² 
 
Baik 
8 Kantor satu atap 
 
 
3. Areal Parkir 
4. Garasi 
5. R 
1 Unit 150 m2 
 
Baik 
9 Areal Parkir 
 
1 Unit 1155,95  m² 
 
Baik 
10 Garasi 
 
1 Unit 145  m² 
 
Baik 
11 Rumah Genzet 
 
1 Unit 125m2 
 
Baik 
12 Lampu Navigasi 
 
3 Unit  Baik 
13 Pabrik es 
 
1 Unit 10 Ton 
 
Baik 
14 Reefer container 
 
1 Unit 20 Ft (12 ton) 
 
Baik 
15 Gedung Reefer container 
 
 20 Ft (4 ton) 
 
Baik 
16 Air Blast Freezer Container 
6.  
 
1 Unit 325,50 m² 
 
Baik 
17 Gedung koperasi  1 Unit 100 m² Baik 
18 Hydrant 
 
1 Unit  Baik 
19 Fire Safety 
 
10 Unit  Baik 
20 Speed boat 
 
1 Unit  Baik 
21 Forklift 
 
1 Unit 5 Ton 
 
Baik 
22 Garasi Forklift 
 
1 Unit  Baik 
23 Gedung K3 
 
1 Unit  Baik 
24 Telekomunikasi 
 
   
  Telepon 3 Unit  Baik 
  Radio SSB 2 Unit  Baik 
  Internet 1 Unit  Baik 
 
 
3.7. Pendaratan Ikan 
Pada tahun 2011 terjadi peningkatan volume pendaratan ikan yang dipengaruhi oleh 
adanya upaya PPN Ambon dalam meningkatkan pemantauan IUU Fishing dengan 
memberikan ketegasan kepada  perusahaan perikanan/kapal perikanan berupa surat 
pernyataan bermaterai yang isinya menyatakan bahwa setelah melakukan operasi 
penangkapan dapat segera kembali dan melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapannya 
di PPN Ambon.  
Trend Volume Pendaratan Ikan berdasarkan Alat Tangkap di PPN Ambon sejak tahun 
2013 – 2017 disajikan pada Tabel 3. Dari data pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa Volume 
Pendaratan Ikan sebagian besar merupakan hasil tangkapan kapal perikanan dengan alat 
tangkap pukat ikan, disusul jaring insang hanyut dan pukat udang, selebihnya dalam 
presentase yang relatif kecil berasal dari alat tangkap pukat cincin, pancing cumi dan bouke 
ami. 
 
 
Jurnal Masohi, Volume 1(1), 2020. Halaman 8-17  
  
 
15 
Tabel 3. Volume Pendaratan Ikan di PPN Ambon 
 
    
 
PPN Ambon dalam upaya menekan angka kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan 
(unreported fishing) yang berpengaruh terhadap tercapainya peningkatan produksi, juga 
melakukan pemantauan terhadap jumlah hari trip kegiatan operasional penangkapan ikan, 
apabila dari hasil pemantauan diketahui jumlah hari trip tidak wajar atau terlalu lama di laut, 
maka PPN Ambon akan menginstruksikan untuk segera masuk melakukan pembongkaran 
ikan di PPN Ambon. Dari penelitian diketahui pula bahwa menurut daerah penangkapannya, 
volume ikan yang didaratkan di PPN Ambon didominasi oleh hasil tangkapan yang berasal 
dari ZEEI Laut Arafura. 
3.8.  Kegiatan distribusi dan pemasaran 
 Kegiatan Distribusi dan Pemasaran hasil perikanan oleh industri perikanan yang 
ada di PPN Ambon terdiri dari 3 (tiga) tujuan pemasaran yaitu lokal, regional dan ekspor. 
Untuk pemasaran lokal, hanya mencakup Pulau Ambon, sedangkan untuk pemasaran antar 
pulau/daerah tujuannya meliputi Kendari, Makasar, Benoa, Surabaya dan Jakarta.  Untuk 
pasar ekspor, terdapat 2 (dua) komoditi. Untuk komoditi Udang beku dipasarkan dengan 
negara tujuan Jepang, Hongkong, Vietnam, dan Cina, sedangkan untuk komoditi ikan beku 
campuran dipasarkan dengan negara tujuan Thailand , Jepang, dan Korea Selatan.  
 Meningkatnya distribusi ikan di PPN Ambon ini merupakan akibat dari semakin 
kondusifnya iklim usaha di kota Ambon yang berdampak pada tingginya minat 
investor/pengusaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan yang memicu adanya 
penambahan armada kapal pengangkut/kapal ekspor ke negara tujuan. Selain itu, juga 
dipengaruhi oleh adanya fasilitas penyimpanan ikan baik milik PPN Ambon  (2 unit reefer 
container & 1 unit air blast freezer) maupun Unit Pengolahan Ikan (cold storage) milik 
perusahaan perikanan yang sangat menunjang proses distribusi/ pemasaran ikan karena 
ikan hasil tangkapan dapat disimpan untuk selanjutnya diekspor ke negara tujuan. Data 
pemasaran ikan berdasarkan tujuan pemasaran selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat 
pada Tabel 4.  
Dari data pada Tabel 4 terlihat bahwa Volume distribusi ikan terbesar adalah untuk 
tujuan eksport. Volume Eksport pada Tahun 2013 adalah sebesar 2.756.808 ton, 
sedangkan tahun 2017 adalah sebesar 71.589.717 ton, hal ini terjadi sehubungan dengan 
semakin banyaknya kapal pengangkut yang melakukan aktifitas distribusi ikan menuju 
negara tujuan. 
 
 
No Jenis Alat Tangkap 
Tahun 
2013 20014 2015 2016 2017 
1 
Pukat tarik udang ganda- 
Double rigs shrimp trawl 
2,989,154 2,273,272 1,552,513 1,288,209 1,494,306 
2 
Pukat tarik Ikan - Fish 
trawl 
4,386,761 18,542,849 53,583,285 61,007,590 64,759,220 
3 
Pukat cincin - Purse 
seine 
0 1,138,850 1,156,785 2,120,090 1,919,048 
4 
Jaring insang hanyut  - 
Drift gillnet 
268,284 1,588,032 6,263,988 7,362,010 5,6 96,352 
5 
Rawai Dasar Tetap - Set 
bottom long line 
0 98,050 0 0 0 
6 
Pancing cumi - Squid 
jigging 
550,480 50,000 37,200 229,898 28,816 
7 Huhate - Pole and line 13,821 8,265 0 4,000 4,000 
8 Pancing Tegak 0 0 0 2,655 0 
9 
Bouke ami - Stick held 
dift net 
6,000 126,568 0 0 0 
 TOTAL 8,214,500 23,825,886 62,593,771 72,014,452 73,901,742 
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Tabel 4. Distribusi Ikan Berdasarkan Wilayah Pemasaran Tahun 2013 – 2017 
 
Tujuan 
Pemasaran 
Volume/Tahun (Kg) 
2013 2014 2015 2016 2017 
Lokal 3.423.759 334.175 338.638 518.149 223.148 
Regional 245.460 4.070.202 3.576.175 2.349.988 2.450.300 
Ekspor 2.756.808 8.507.532 54.615.028 69.626.811 71.589.717 
 
 
IV. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional untuk 
peningkatan produksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon diperoleh kesimpulan yaitu:  
1. Kondisi fasilitas pokok dan fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 
dalam kondisi yang baik, panjang dermaga mencukupi untuk kegiatan tambat dan bongkar 
muat namun alur pelayaran mengalami pendangkalan yang berdampak mengurangnya 
tingkat kelancaran aktivitas kapal yang akan keluar dan masuk area pelabuhan. 
2. Tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional Pelabuan Perikanan Nusantar Ambon 
oleh pelaku usaha perikanan tangkap sangat optimal. 
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